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The Commission for the Disappeared and Victims of Viclence
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Komisi Ueduk Orawg Hilary daw Korhan Tindak Kekeragan
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#;.ara ‘Wiri KontraS selama
[~ ‘mendorong penegakan hak asasi manusia bisa
~““dibilang seru juga. Banyak hal kita temukan, baik
gperistiwa pelanggaran HAM maupun momentum
lainnya membekas dalam ingatan yang mana tiap
ahunnya KontraS selalu mengingatkan pemerintah
"Muntuk tidak melakukan kesalahan yang sama berulan

ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. kita liat “
ja ibu - ibu berpayung hitam yang berdiri sudah lebih

B masa lalu, Belum Iagl kasus - kasus pada era

Bayang - bayang itu masih kita alami amge ni
ernyata perlu waktu yang panjang banget buat
gilangin budaya kekerasan. Waktu bergerak, hal
erubah, tapi kita menemukan masalah yang itu - itu po
a. Kita mendata dari tahun 2014 - 2018, setidaknya
=5 terjadi peristiwa pelanggaran kebebasan beribadah,
-"__';Lj E—jberkeyakinan, dan beragama sebanyak 488 peristiwa, &
. #+| = spelanggaran kebebasan berserikat, berkumpul, dan ‘
fl enyampaikan pendapat 926 kasus, 870 orang g
j enjadi korban penyiksaan oleh aparat negara, dan
j erangkaian kasus lainnya. Oleh karena itu, KontraS
| gmengambil peran edukatif yang diharapkan dapat
enjadi pegangan bagi masyarakat untuk menjadika
ak asasi manusia sebagai landasan hidup dan cara

.'tklrdalam mellhat sutuasu ang terjadi di Indones:a '
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. & Dengan edisi pertama Zine ini, kita bakal .-lr':geh
=~ isu hak asasi manusia yang berangkat dengan B
*peristiwa - peristiwa sipil, politik, ekonomi, sosial, dan ; s T
budaya. kita percaya bahwa yang terpampang di
'media mainstream (televisi, koran) ternyata hanyalah
‘ lsmoke Screen dari persoalan - persoalan yang terjadi.
EMelalui Zine, KontraS merangkum peristiwa dan

L

-

‘fenomena hak asasi manusia yang terjadi beberapa
‘bulan belakangan dan dibahas dengan bahasa yang
Etidak kaku, sekaligus upaya kita untuk sedekat

| Imungkin dengan pembaca pemula dan k

alangan ﬂ@ ‘
mBaiklah. Menjelang kontestasi pemilu, pu%n d
Jtontonan yang sama sekali tak mendidik, genderuwo £
o g “sampai sontoloyo, berebut alim, dan lain - lain. nafnun-
ita tak juga resah dengan siapa sebetulnya pemain

' ;belakang dari kedua capres. Ada jenderal, alda
S 26 pengusaha, sampe pejabat publik yang andil dalam

3 lembar yang tersedia di zine ini. Akhir kata, kurang

‘lebihnya mohon maaf. Selamatkm;e_lmbaca_.‘. |
. B : T I i !
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dan-fachrukrazi
Muchdi PR Wiayjen THI {pumm) Penculikan Aklivis 5788 Pualilisi Parai Gerkarya, Relawan Malaharn | bins dwiew medeks comipoliikienbatpenculikan. |
Parmitrunuhisn b uir Indonesia Dk parwing-kopassus-ni-gabung-gerindamychdi- |7
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. -pasara A calon tersebut bersemayam para pu ,' ,aMrawan
Jendgral yang bisa jadi ‘memberikan komando pada calon -

y‘ang maju Kehemdaa.n para pumawwawe.n ini termat

L lurirah Tna in sejatinya hal ini gak wajar. Bansan n'nmﬁr
+. dibal calon prasiden siti emang udahlama-ada. Bara‘ngkal

.-.r«dari_semeru&k adanya petilu. Pilpres 2014 pun: begitu’

' sampal dikasih nama tersendiri untuk memenangkan salah'

satu ca?on‘ preslden,, Nah rap.- Ragak b:sa ‘ﬁegr:tu i

2 pésangari Prahowo Subnante dan Sa'ndaéga | 'ho i
terc apat 14 purnawwawan TNI. tidak sedikit dari se]umlah

i "Kita melihat bahwa‘adanya: purna\mrawan Jenderal blsa .

" melakukan kerja-kerja penguatan jaringan prajurit, purnav-hrawan ini [.lmr:El terllbat k*asus pelanggaran HAM.
. memiobllisasi prajurit, dan memproduksi isu serta ‘masa lalu. Di sinilah bahanya Masuknya Wiranto ke kabmet. i
.. kontra-intelijen. Aturan yang begini ini nif kudu kita tehmk ; |
 sebeniernye ade ape sih? kita kagak pungkiri deh kalo . blsa jadi berawal dan pumawwawan yang berada drba |k

| purnawirawan jadi timses juga karena permintaan salah satu’ salah satu Calon
calon presiden, /ah kalo keberadaan mereka barpotansn
melemahkan supremasi sipil, mosok kite d:em afe? Emang
sebetufnya nga.c}am mereka'? Rl g e

i

Se;atlnya nih ya namanya juga t|mses karjaannya ya |

i.dagang. Dagang program, dagang keyakinan, dan dagang -

dﬁﬁﬁ?}ﬂ isu lainnya buat narik suara pemilih-supaya. ngebeh

dac 'ganpya.fTapl yang namanya dagang kan ya semua-
:bagu i ’bagus'n duren tanpa duri, semarigka tanpa 1 (SR e R A ¢ S R R

sampe'kjedondong hagak asem juga ditawarkan kepara .t etul Pk e R

pembé i Kalo udahdlkelempokm jadi satu kelompok sendiri T e b O R

. yang: ;mana:“pedagang’-nya adalah purnawirawan, berarti. - 0 e

“kan segmen pembennya kagak jauh - jauh darilatar * i et S

“belakang pedagang. Purnawirawan kan selama'di barak i j

punya gerbong - gerbong yang mana kald satu maju, maju-

semua. Solidaritasnya kuat sampai pengsiun: Kayak yang

udah kita jelasin di. atas deh-tuh, bisa jadi kan purnawirawan

ini ngelakuin hal - hal yang dilakukannya pas masa dinas

dulu, koordinasi sama prajurit - prajuritnya, ngumpulin masa, .

dan lain - lain. Ya kita sih berdoa aja supaya nggak kejadian.
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g beradann para pemhlsfk dr beJakang- ]
_cann presiden secara tidak langsung nienuruul{kan bahwa
. tidak ada keseriusan dari calon presiden. untuk menuntaskan'.
~ kasus. pelanggaran HAM masa lalu. Hal. initah yang **
-dllakukan oleh Presiden Joko W’idodo -yang mehempatkan

masing

Kokaned TNI {pum Anggota DPP Gerndra h
{pum} & I v mardoka. comdpolitikte tibat- |
penculikan-bekas-penwira-kopassus.ini- |
gabung-gerndratauka-noor-fand-akmil- |
1942 hirnl 4
hittpwen tribunnesws comipemilis.
: Tono Suratman Mayjon T {purn) Pendukung Frabowo EC 4'2&‘4'05 {20i] rau - N -
: ‘Waketum Partai Berkarya
Yayat Sudrajat LLetjon THI {purn} = . et al-sudrajal-merapal-ke-pre
Timar Timur 1900 (Dukung Prabowo) herkarya-buksn.sikap-partai i
hittpoinweriton. oo i@ index php2015102 |-
S Dvirektur Penggalangan Timses | Tiprofil manden pum-glenny- kaimnpan- o
Glen Kai )
; Glen Keirupen kil Prabowo teniara pltintsien-dan-sanabst-
bersahaial
- Chairewan Kadarsyah . 4 Politisi Gedindra [Koalisi | penculikan-bekas- gﬂ\mrn -kopASSUS- Ni-
- Muraylwan S A g i S Prabowa) gabung-genindraichairawan-kadarsyah-
n |C.y|n'\.-sv1 -aAlmi man hirnd
.Eyufm Syamsuddin Paristina DOM Aceh. iy 1 20205 i
Letian THI {purn Peristwa Timer Timar,
Kensuhan hei 1898, TS5
Pencutkan & Panghdargan Paksa
’ i i
Letien TNI (purn] NW;?::;[-:"::T”:NI:: Wakil Kstua Dewan Penasihat

- Wiranto di kabinetnya dan menaruhnya di kementerian yang
" memiliki mandat untuk mendorong penyelesaian kasus. -
pelanggaran HAM berat masa lalu, Kemenkopolhukam
Semenjak ditempatkanya Wiranto pada posisi tersebut, -
J KontraS sih yakin kalo presiden ngomong penyelesaian -
N pelanggaran HAM masa lalu tidak lain tldak bukan adalah

lips service semata.

Dalam Nawacita sih ditulisin kalo pemenntahan Joka "'.

10k

Widado berkomitmen untuk menyelesaikan secara - S R
berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM dl

masa lalu yang sampai dengan saat ini masm menjadl

beban sosial politik bagi bangsa Indonesm sepertr

Kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi‘1 dan? Penghuangan

Paksa, Talangsari-Lampung, Tanjung F'rlok ‘Tragedi 1965.

Ya tapi mana mungkin juga di satu sisi terduga: pelaku pada

kasus - kasus tersebut justru yang jadl pembisik - pembisik
semenjak statusnya masih calon presiden.

; '._memen

http://bit1y/2CBYTaY

f

Dr kubu yang Iam Prabowo Subianto pernah mengakm
bahwa ia sempat menculik--meskipun dia bilang d|bal'kln
Iagl--pada saat peristiwa Mer 98. Atas I-casus tersebut

mﬂm rhentikan Prabowe Subianto. Namun, kini kita tahu
- bahwa 8BY (Partai Demokrat) tengah berkoalisi. untuk
kan Prabowo Subianta sebagai pras1den
anggota DKP juga A *
Pada tahun politik ini, keterlibatan purnawiran TN di dalam
_tim'dua kandidat calon Presiden baik secara formal‘ maupun
‘informal perlu diwaspadai. Untuk memastikan para
purnawiran TNI fidak menggunakan senioritas-nya dan . -,
kultur esprit de corps untuk mengarahkan suara dan
dukungan TNI untuk kandidat calon Presiden yang tengah
berkontestasi. Dalam hal ini institusi TNI juga harus
menunjukan sikap dan tindakan yang netral dan independen
di tahun politik ini. Institusi TNI harus mampu profesional |
dan independen agar kerja-kerja TNI tidak mengarah atau
diarahkan pada upaya mendukung elektabilitas petahana
(pemerintah) maupun kandidat calon presiden yang
menantangnya. Dalam hal ini profesionalisme dan, .
independensi TNI akan sangat diuji.

Purnawirawan yang berada di belakang calon2 pre5|den ity
kini mungkin sedang menyusun agenda - agenda yang
tinggal menunggu waktu pengumuman saja. Keberadaan

' mereka tak bisa menyuarakan persoalan hukum dan so&ai

: kemasyarakatan yang menjangkiti masyarakat kita. Sistem
politik hari ini menyuguhkan kita hal - hal yang salah menjadi
lumrah. Dinamika politik yang begitu cair demi meraih kursi
kekuasaan menunjukkan bahwa politik hari ini sama sekali
tidak menunjukkan urat malunya dihadapan publik. Elit - elit .
politik berkoalisi, memperdagangkan kemiskinan,
menyerukan harapan, sampai publik taklid bahwa masih ada
utang yang harus ditunaikan.
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Ajang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden udah nyaris
nyampe klimaks nih gengs. Ngeliat sisa masa kampanye
yang tinggal sebulan lagi, mesin politik masing-masing kubu
keliatannya mulai kalang kabut masang ‘gigi lima’ buat gaet
suara nih. Kalau si kubu Jokowi-Ma'ruf, salah satu strategi
yang keliatannya dipake tuh macem deklarasi-deklarasi oleh
kepala daerah pendukungnya secara publik, tentunya ;
dengan impian bahwa di pemilih - pemilih kepala daerah
entar jadi ikutan ngedukung doi di Pilpres 2019. Akhir-akhir
ini, Jokowi-Ma’ruf juga keliatannya gencer ngegaet Pemuda
Pancasila -- organisasi kemasyarakatan yang seragamnya
loreng oranye itu loh bro -- buat deklarasi dukungan macem
yang tadi juga.

lya sih, emang banyak banget peraturan yang ada kayak UU
Pemilu, UU Pemerintahan Daerah, dan peraturan KPU
tentang Kampanye yang ngasih ruang buat kepala daerah |
untuk turut serta di kegiatan kampanye. Cuman ya, tetep
harus ada batesnya dong, bates-bates yang mau secara
hukum atau pun etika harus dibikin pedoman juga ga sih?
Kepala daerah sebagai penyeienggara Pemda, jelas
tanggung jawabnya ya untuk ngasih pel_a}!anan ke semua ;
masyarakat daerahnya, bukan Capres pilihan ataupun partan'
pengusung mereka.

Nah, kalo udah gitu, segala bentuk kebijakan kek apa aja dan
arah pembangunan harus diutamakan hanya demi
kepentingan umum masyarakat daerah sono. Salah satu hal
yang dikhawatirkan juncto ditakutkan dari keberpihakan
kepala daerah adalah doi bisa aja make wewenangnya
sebagai pejabat negara buat bikin kebijakan dan
pembangunan (dibiayain uang pajak nih guys) demi
nguntungin salah satu Paslon dalam Pilpres. Selain itu,
keberpihakan kepala daerah ke salah satu calon dalam
Pilpres, walaupun atasnamain dirinya sendokir, juga bisa y
ngaruh parah ke perihal trust nya masyarakat sama
Pemda-nya mereka. Jadi trust issues deh kalo katanya
abang Drake hihi.

e




Dalam pemantauan-nya Kontra$S, tercatat bahwa paling
enggak ada 61 Kepala dan Wakil-nya yang ngedeklarasiin
dukungan buat paslon Jokowi - Ma’ruf di Pilpres 2019.
Tercatat juga ada 4 acara deklarasi yang masing-masing
. dilakukan oleh kepala daerah di Provinsi Sumatera Barat
,” pada tanggal 3 Oktober 2018, Riau pada tanggal 10 Oktober
2018, Sulawesi Selatan pada tanggal 24 November 2018, dan
X ] Jawa Tengah pada tanggal 26 Januari 2019. “Masih saya

pantau” lah kalau katanya Kak Seto dalam banyak karya seni
kontemporer yang sering kita sebut meme. :

pribadi”, ternyata cukup rapih alias terorganisir dan ada ;
banyak banget yang sama. Ketiganya berbentuk de_klaram
dengan nandatanganin surat pernyataan sama ngajak kepa.la
daerah seprovinsi yang mulai dari Bupati, Walikota, sampai
Gubernur. Pernyataan kepala daerah yang terlibat pas
ditanyain sama Bawaslu pun enggak punya remplat.'e yar_\’?
terdiri atas “saya berhak kampanye”, “atas nama_prlbadl ;
sampai “Kami mendukung bukan Jokowi sebaga.l capres
melainkan sebagai Presiden Rl saat ini” . Yang dinyatakan
H-beberapa bulan sebelum pemungutan suara dan dftlam
kondisi masyarakat yang kepecah-pecah akibat Pemilu.
Pernyataan-pernyataan kek gini pun langsung di support
sama pernyataan Mendagri bahwa kepala daerah
boleh-boleh aja nimbrung kampanye.

9 Keempat deklarasi ini pun, untuk yang katanya “atas nama

Keempat deklarasi juga dilakukan gak ngelepasin
embel-embel jabatan negara kayak Gubernur, Bupati, dan
Walikota, walau pas lakuin gapake embel-embel, jabatan itu
pun secara etika masih pelanggaran uga, si. Dalam setiap
deklarasi, para pejabat negara ini nandatanganin surat
keterangan bahwa mereka nyupport Paslon Jokowi-Ma’ruf
dalam Pilpres 2019.

Kayak yang udah dijelasin sebelumnya, tindakan kek gini
ngelanggar etika selaku pejabat negara yang harusnya
mengedepankan dan mengutamakan kepentingan
daerahnya dibandingkan mendongkrak elektabilitas Paslon
Capres. !

Pokoknya, buat temen-temen yang males baca dan
buru-buru loncat ke paragraf terakhir ni tulisan, kami
nyimpulin bahwa para pejabat daerah lebih produktif
waktunya digunakan untuk menggunakan aspirasi
masyarakatnya ketimbang menye — menye ikut kampanye
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pa itu #dwifungsiTNI?

Keemen pada zaman Orde Baru ada doktrinasi dari pemerintahan Soeharto
yang disebut Dwifungsi ABRI. Dalam dwifungsi itu, ABRI diwajibkan
menjaga pertahanan keamanan Negara dan diperkenankan memegang
kekuasaan untuk mengatur Negara dalam pemerintahan. Di sinilah
munculnya banyak kekisruhan dan kekerasan. Kenapa? Pada masa itu,
banyak kursi pemerintahan yang diduduki oleh TNI seperti walikota,
bupati, gubernur, menteri, petinggi partai bahkan duta besar. Hal ini
memungkinkan ABRI untuk mengambil keputusan-keputusan penting
dalam pengambilan kebijakan Negara. Pun kecenderungan mereka
bertindak represif dan otoriter sangat besar mengingat posisi untuk
mempertahankan kekuasaan yang besar. Jadi praktik-praktik
penyalahgunaaan kekuasaan seperti pola-pola kekerasan dan korupsi
' sangat tinggi.

tahun 1997 — 1998

Peristiwa ini terjadi tidak terlepas d

akni menjelang Pemilihan Umum 1 L |
,r;'.'asa itu Jacana pergantian Soeharto kerap disuarakan. Setidaknya 23

aktivis pro demokrasi dan masyarakat yang dianggap a.lltan bergerak

melakukan penurunan Soeharto menjadi korban penculikan dan !

penghilangan paksa. Komando Pasukan Khusus, {{(?passus) dlfebu

menjadi eksekutor lapangan, dengan nama operasi Tim‘Mawarfé

Sebanyak 9 orang dikembalikan, 1 orang mer?mgga.r dunia da". 3 orang
- masih hilang ("Laporan Hasil Penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan

Peristiwa Penghilangan Paksa", 2006).

Penculikan dan penghilangan secara paksa

ari konteks politik peristiwa 27 Juli,
997 dan Sidang Umum MPR 1998. Pada

Penculikan-das penrbeomoiraraktivis BLIrih-
JiarSiah tabur 1663 e

_
Marsinah yang adalah aktivis buruh di PT Catur Surya Porong, Sidoarjo ‘-'/
Jawa Timur diculik dan ditemukan jasadnya 3 hari setelah menghilang

dengan kondisi tubuh penuh luka pada tanggal 8 Mei 1933. 4

ber.langsungn Va operasi
;ewas, 163 orang hilang, 368 orang meng
an 102 perempuan mengalami pemerkosaan,

. Peristiwa DOM di Papua 1963 — 2003
Pemberlakuan ini dimaksudkan untuk mematahkan perlawanan Organisasi
Papua Merdeka (OPM). Kebijakan ini mengakibatkan terjadinya berbagai
peristiwa seperti Teminabun 1966-1967, sekitar 500 orang ditahan dan
kemudian dinyatakan hilang, Peristiwa Kebar 1965 dengan 23 orang
terbunuh, Peristiwa Manokwari 1965 dengan 64 orang dieksekusi mati,
peristiwa Sentani dengan 20 orang menjadi korban penghilangan paksa,
Enatorali 1969-1970, 634 orang terbunuh. Sementara Peristiwa Jayawijaya
dan Wamena Barat, melalui Operasi Tumpas pada kurun waktu 1970-1985
terjadi pembantaian di 17 desa. ("Laporan 5 Sub Tim Kajian, Tim
Pengkajian Pelanggaran HAM Soeharto", Komnas HAM, 2003).

3.

v

g

fungsi?

Apa itu militerisme? Ada hubungannyakah
dengan #dwifungsiTNI 2 =

Kalau mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, militerisme adalah
paham yang berdasar pada kekuatan militer sebagai pendukung utama
kekuasaan, pemerintahan yang dikuasai oleh golongan militer. Apakah ada
hubungannya dengan dwifungsi ABRI pada masa itu? Tentu saja. Dengan
adanya banyak kursi di pemerintahan untuk anggota TNI maka bisa
dipastikan Indonesia menuju militeristik.

"Hukuman mati" terhadap residivis, bromocorah, gali, preman fahpa
melalui pengadilan ini dikenal sebagai "penembakan misterius" yang :
terjadi sepanjang 1981-1985. Dugaan bahwa ini merupakan kebijakan Orde
Baru dinilai Kontras terlihat jelas dalam pidate rutin kenegaraan Soeharto
selaku presiden kala itu pada A gustus 1981. Soeharto mengungkapkan
bahwa pelaku kriminal harus dihukum dengan cara yang sama saat ia
mhemj;f:akukan korbannya. Operasi tersebut juga bagian dari 5
shocktherapy, sebagaimana diakui So i f i
i Tindak!.;'n s eharto dalam otobiografinya, Pikiran,

Apa dampak dari adanya»

#dwifungsiABRI?
pDwifungsiABRI (pascaORBA):
[ 4 —
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Peristiwa Kerusuhan 13—=15 Mei 1998

Peristiwa 13-15 Mei 1998 merupakan rangkaian dari kekerasan yang
terjadi dalam peristiwa Trisakti, penculikan dan penghilangan paksa.
Ketidakberdayaan pemerintahan Soeharto mengendalikan tuntutan
mahasiswa dan masyarakat, direspons dengan sebuah "pembiaran”
kekerasan dan kerusuhan pada 13-15 Mei 1998. Dalam peristiwa ini terjadi
pembunvhan, penganiayaan, perusakan, pembakaran, penjarahan,
penghilangan paksa, perkosaan, serta penyerangan terhadap etnis
tertentu.

.

Peristiwa Trisakti Semanggi 1998

Peristiwa Trisakti 1998, terjadi pada 12 Mei 1998._ aat itu aktivis dan
mahasiswa pro demokrasi mendorong rerurmaslr total dan turunnya
Soeharto dari jabatannya karena krisis ekono:_m dan maraknya quupsr
kolusi dan nepotisme (KKN). Tindakan represif penguasa melalui ABRI
menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan Juka-luka. Empat orang
mahasiswa Universitas Trisakti tewas tertembak peluru aparat keamanan.







